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Permohonan Farsetujuan
engusulan Rancangan Peraturan
apernur  Kelimantan  (Hara
Tentang Pedoman Falaksanaan
istern Akuntabilitas Kineria

ansi  Femerintah (SAKIPY 4
ingkungan  Pemerintah  Provipsi
limantan  Utsra Tahun 2023-
026,

E'enu diziukan persetujuan
Eengusulan Rancangan Peraturan
Dasrahffancangan Peraturan
Gubermur Kalimantan Utara tentang
edoman  Pelaksanzan  Sistem
kuntabilitae  Kinerga  Ingtansi
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* Nilai pada PredikatMilal SAKIP;
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3. Fakis dan Data yamng mempenga i hi
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gari Rancangan Peraturan
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Kineda Instansi Pemerintah (SAKIP) di
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0 mikian Telaahan Staf ini diajukan
mohoh persstujusn dan grahannya, berima
hagih,
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Email: kalfarafgmail com Website: www kaltaraprov go id
TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 23 Februan 2023

Kepada
Nomaor  000.8.6.3/ M3 /BO Yth. Kepala Biro Hukum Sekretariat
Lampiran - Daerah Provinsi Kalimantan
Hal ' Permohonan Fasilitasi ara
Rapergub SAKIP Tahun 2023 di —

Tanjung Selor

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Nomor
180/0037/B HK/GUB tanggal 27 Juni 2022 tentang Program Pembentukan
Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) / Program Pembentukan
Peraturan Gubernur (Propempergub) Tahun 2023, dengan ini kami
menyampaikan permohonan Fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan
Gubemur Kalimantan Lara Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026 (draft terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhabian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.
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RATRIES FERUBAHAN KEDLUIA ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016

PERT:h NOMGR S TAHLIM 20160

SUILAN PERLBAHAM

Pasal 5

t1] Sekretarlat Dacrah tipe A sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat {2} huruf 2
paling banyak 3 {tiga} aslsten,

1] Aslsten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling banyak 3 (tiga] blro,

(2] Biro sebapairmana dimaksud pada avat {2}
paling banyak 3 (tigal bagan,

14] Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
{3) paling banyak 3 (tiga] subbaglan.

Pasal &

(1] Sedretariat DPRD tipe C =ehagairnana
dimaksud dalamt Pasal 4 ayat [2) huraf B
paling banyvak 3 (tiga] bagian.

(2] Bagian sebageimana dimaksud poda avat
{1) paling banyak 2 (dua] subbagian.

dihapus

ditapus

Pasal 7
[1] Inspektorat tipe B sehagamana dimaksod
dalam Pasal 4 ayat (2] huruf ¢ terdin atas 1
[satu] sekrotarlat dan pallog banyak 3 gtiga)
inspektc pambant,
[2} Sckretarlat sobagaimana dimaksud pada
syt (1) kerdin atas 2 |duaj subbagian.

dikapus

Pasal &

[1} Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 [satu]
sekretariat dan pallng banvak 4 {crapat)
bidang.

[2} Sekretarlat sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) verdlri atas 3 |tiga} subbagian.

[3} Bidang sebapaimana dimakiud pada ayat
[1} terdin atas paling hanyak 3 (tga) seksi.

dihapus

Pasal &
[1} Dinas Daerah tipe B terdirl atas 1 [satu)
sekretanat don pallmg banyak 3 [tiga)
hidang.
[2) Sekretariat sebagalmana dimaksud pada
ayat (1] terdin atas 2 |dua) subbagian.
(3] Bidang sebapalmana dimaksud pada ayat
1) terdiri ztas paling banyak 3 (Yiga) seksi.
Fazal 10
(1] Dinas Daerah tipe C verdiri atas 1 [53tu)
sakretarlat dan paling hanyak 2 {dual
bldang,

(2} Sekretarlat sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) terdiri atas 2 {dua)] subbagian.

{3} Bidang sebapaimana dimaksud pada ayat
{1} terdiri atas paling banyak 2 (riga} seks|.

dibkapus

dihapus

Pasal 11

| Dinas Cracrah yang menyelenggarakan Ursan

Pernerintahan bidanp pekerjaan umoum dan
penataan ruang, Wrusan Pemerintahan bldang
pertanian dapat memllikl 2 [dua) bidang i=hih
baryak darl vang berlaku bagt dinax laln,

dihapus




Pasal 12

{1) Badan Daerah tipe A terditl atas 1 {satu) |
sekrotariat dan paling banyak 4 dempat) :

bidang.
[2] Sekretarlat scbagalmana dimaksud pada
ayat {1} teadiri atas 3 (tga) subbaglan.
[3) Bidang sehapaimana dimakiud pada ayat
(1) tordiri atas paling banyak 3 [tigal
| subbidang.

Pasal 13

(1) Badan Daerah Browving tpe B verdin atas 1
[satua) sekretarfat dan paling banyak 3 {tigal
hidang.

[2] Sokretarlat sehapaimana dimgksud pada
ayat (1) terdlei atas 2 {dua) subbagian.

[3}) Bidang sebapaimana dimaksud pada ayat
11} terdiri 3tas pallng banyak 3 (tiga)

: subbidang.

diliapus

dihapus

Pasal 14

Baden Daerah yang menvolenggarakan fungsi '

penunjang  Urusan  Pemerintahan  bidang
keuangan dapat memiliki 2 (dua) bldarg lebih
banyak dari yang berlaku bagi badan 1aim,

dihapus

Pasal 1%

(1] Eadan panghubung terdlsl akas 1 (sato)
subbagian tata usaha dan paling banyak 3
[tlga) subbldang,

(2] Kelengkapan arganisasi lembags penunfang
l[ain selzin yang disebutkan pada ayat {1}
ditentukan berdasarkan pada peratursn
parundang-undangan yang mengaturnya,

dihapus

Pacal 2B

Rumah 3akit Lmum Daerah Tarakan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan ditetapkan Peraturan Gubemur
tentang  Pembentukan Unit  Pelaksana
Teknis Rumah saklt dan untuk pengisian
jgahatan direktur rumah sakit paling lama 2
[dua) tahun sclak ditetapkannya Parateran
Daerah ini.

Direktuer riermah sakit roerupakan pejabal
fungsional dan struktur dibawah direktur
tetap mengacy pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Penyesyaian jabatan direktur dari pejabat
struktural menadl  pejabat  fungsional

[

(2)

(3

dilzksanakan paling lambat 2 [dusa) tahun.

Pasal 25
[1h Dibvapus
[Z} Direktur rumah sakit merupakan jahatan
ceelon [Lb atau Jabatan Tanggi Pratama
|3} dihapus.




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KALIMANTAN UTARA
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINS] KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa kelembagaan vang tepat fungsi dan tepat ukuran

akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas urusan

20/9/ De72

S b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72
20/b /7*%

pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
-.—-—'_'_._'_._-_-_

PASES Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, untuk meningkatkan kinerja pelayanan rumah
sakit daerah;

: LETFA
g c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

i dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti




Undang-Undang Momor 2 Tahun 2014  tontang
Perahahan Atas Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014
tenitanig Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara
Reputdik Indonesia Tabun 2014 Nomar 246);

3, Undang-Undeng MNomor 12 Tahun 2011 tentang
Femhentulan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor B2, Tatmbaihan
Lemhbaran Nepara Nomor 5233),

4. Undang-Undang HNomor 20 Tahun 2012 tcntang
Pemmbentukan Frovins: Kalimantan are [Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan [embaran
Negara Nomer 2362);

5, Peraturan Pemerintah Nomor 1B Tzhun 2016 tentane
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114, Tamhahan Lembaran Negama Nomor 5837,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2013
tentang Pembentukan Produk Hultum Daerah (Berita
Negara Republile Indeonesia Takhun 2015 Namar 20346).

MEMUTUSHEAN :

Menctapkan @ PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOE 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUEAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINST KALIMANTAN UTARA.

Paszal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Naerah Momor 3 Tahun 2016 rentang
Penbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan THara
(Letnbaran Dacrah Provinsi Kalimantan Utare Tahun 2016 Nomor 5) diubah
sehagai berikut:
1. Ketentuan Pasal & sampai dengan Pasal 15 dihapus
2 Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, dan avat (2] diubah

sehinegs berbunyi sebagai berilkeut:

(2 Direktur rismah sakit merupakan jabatan egelon IILL atau Jabatan

Tinggl Pratams
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SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Email : hirohukumkaltara@gmail com Website : jdih kaltaraprov, go.id

[ LEMBAR DISPOSISI
"Surat dari - B0 OTenBE, | Diterimatanggal : \eloifhe®d .. ... a
Nomaor Surat ﬂﬂu?ﬂﬁr“?ﬂfﬁﬂ .................... | NOMOE AGEIMR 1.........cccomierininssmsansinenssrersrs
Tanagal Surat: A 02 (184 ... : Sih[l:::}rzl Biasa , (JSangat Segera ,[Segera
. | Rahasia

PERTHAL SURAT : gt (ool dewinng Prmbiabvlan dow fuguean F"““j““»” et

Diteruskan kepada Sdr ;
() Kabag Bagian Peraturan Perundang —
Undangan Kabupaten /[ Kota
| ] Kasubag Tata Usaha
1 Analis Hukum ARl Muda (Wil T)
3 Analis Hukum Ahll Muda (Wil IT) N\ Siapkan Untuk Bahan rapat
Bagian Peraturan Perundang — Undangan | "\ Lakukan Verifikast
;"l-._ Telaah dan pelajar!
:Anaﬁs Kebijakan Ahll Madya A dadualkan rapat
3 Perancang Peraturan Perundang — /N Hadiri dan Laporkan hasiinya
Undangan Ahli Muda N\ Proses segera
=1 Analis Hukum Ahli Muda /N Arispkan
1 Arsipasis Ahli Muda
| Bagian Bantuan Hukum
'\ B2 Analis Hukum Ahli Madya

;Cal:ahn:

u/ 'ﬂ @hw?ﬂ?‘@wﬁq b PML T

-




DRAF

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KALIMANTAN UTARA
NOMOR .., TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas urusan
pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

b. bahwa dengan terbitnva Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Femerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, untuk meningkatkan kinerja pelavanan rumah
sakit daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Momor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggant




Dndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah  [(lLéembaran  Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2014 Nemor 24405);

3. Undemp-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Potnlwentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Mepara Tahun 2011 Womeor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3233}

4.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ([Letobatan
MNegara Fahun 2012 Nomgar 229 Tambahan Lembaran
Mepara Nomor 53602);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Frerangkat Daerah [Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor S387%);

6.  Peraturan Menteti Dalarn Negeri Momer 80 Tahun 2015
tentang Permbentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 2034,

MEMLUTUSEAN !

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOER 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMEENTUKAN DAN SUISUNAN PEEANGKAT DAERAH
PROVING KEALIMANTAN DTARA.

Pasal ]
Beberapa ketentuan dalam Perafuran Daerah Nomer 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkst Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomar 5) diubah
sebagai benkut:
1. Eetentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Dengan Peraturan Deerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provina

Kalimantan Utara.
f2) Peranigkat Daersh sebagaimana dimalesud pada ayat (1), terdivi atas:
a, Schretariat Daerah Tipe A;




Ll

d.

=

Sekretariat DPED Tipe C,
Inapektorat Tipe B:
Dinae Damergh: dan
Badan Daerah

(3] Dinag Daerah sebagnimana dimaksud pada avat (2) huruf d terdisd

dari:

A,

Dinas Pendidiban dan Hebudaysan Tipe A, menyeleneparakan
urusan pemerintahan di bidang  pendidikan  dan  urusan
pemerintahan di bidang kebudayaan;

Dinas Kesehatan Tipe B, Menyelenggarakan urusan pemerintaban
dibidang kezehatan,

Dinas Pekerjman Umum, Penataan Fuang Dgn EKawasan
Pemukiman Tipe A, menyelengearakan urusan pemerintahan
dibidang pekerjaan wumum dan penataan ruang,  urusan
pemerintahan  di  bidang perumehan rakyat dan  hkewasan
pemukiman:

Satian Polisi Pamong Prgja Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemenntahan dibidang ketenteraman, kerettiban wmum  dan
perindungat muasyarakat;

Dinas 3osial Tipe A, menyelenggaralian Urusan pemerintahan di
hidang sosial;

Dinas Pemberdayaann Peretnpuan dan Perlindungan  Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A,
menyelenpearakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
perempuan dan pertindungan ansk dan urusan pemerintahan di
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Dinas Pertanian dan Ketabanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemeringghan di bidang  pertanian dan  urusen
pemerintahan di bidang pangan

. Dinas Liopkunpan Hidup Tipc B, menyvelecnggamkan trusan

pemerintahan di bidang linglkungan hidup;
Dinas Kependudukan Dan  Pencatatan  Sipill Tipe C,
menyelenpparakat  pemerintabhan di bidang  administrasi

kependudukam dan catatan sipl;




Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa Tipe A,
menyelengparakan urusan pemenntahan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa:

- Thnas  Perhubungan Tipe B, menvelenggarakan urusan
permenntahan di bidang pechubungan;

Dinaa Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidanp komunil-asi
dan informatika, menyelenggaraltan grusen pemerintahat  di
bidang stetistik dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang persandian;

- Lnas Fenanaman Modai dan Pelayanan Terpadu Sate Pintu Tipe
A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman
meodal dan périzinan dan non perizinan kepada masvarakat,

- Ihnas Fernuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggaralan urusan
hemetintahan di bidang pemuda dan olahraga;

. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, senyelenggaraken
urusan pemerintahan di bidang kearsipan;

- Dinag Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemenntahan di bidang kelautan dan perikanan;

. Dinas Fariwisala Tipe B, menyelenpgaralan urusan pemenntahan
di bidang pariwizata;

. Dinas Kebutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kebhutanan,

. Dinas Encrgl dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelengpamlan
uruszan pemerintahan di bidang energi dan sminher daya mineral;

. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Meconenegah Tipe A, mooyclenpgarakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian, uwrusan pemerintahan  di | bidang
perdagangan, urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha
kecil dan menengah;

. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tibe B, menyelengparalzan
urusan petoerintahan di bidang tansmigrasi  dan arusan

pemerintahan di bidang tenaga kerja.




(4} Badan Daerah sebagaimana dimaksad pada avat [2) hurul e terdird
darti:

a. Badan Perencanaah Pemibangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe
A, menyelenggaralan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang riset dan inovasi daerah;

b. Badan Keuangan dan Aset Daemh Tipe B, menyelengparakan
fungsi penunjang urtsan pemerintahan di bidang kewangan;

c. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan furngsi
penunjang urusan pemerntahan i dang Kelanpgan;

d. Badan Kepegawalan Dasah Tipe C, Menvelenggarakan funpsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daergh;

e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C,
Menyelengearakan fungsi penunjang urisan pemenntahan di
bideng pengembangan sumber daya manusia.

f. Badan  Penanggulangan Bencana Daerah, tanpa tipe,
menyelengearaksn sub uruzan bencana;

B. Badan Penghubung, tanpa tipe, menyelenggarakan sub vrusan
pemerintahan dan pembangunan dengan pemcrititah pusat yang
berkedudulan di ibu kota negars;

b Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A, perangkat daerah
provingl yang menyelenggarakan tugaz di bidang pengelolaan
batas wilayah negara dan kewasan perbatnzan; dan

i. Badan Kesaluan Bangse Dan Felitik Tipe A, menyelengparalkan
zsub urusan pemenntahan dr hidang kesatuan bangsa dan pohitik.

Z. Ketetimuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 diubah sehingpa berbunyi

aebapai bertlout:
Bagian Kedua
Susunan Perangkat Dacrah

Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Fazal 5
(1} Sekretariat Dasrah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2] hurufa paling banyak 3 (tiga) asisten.




{2] Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 {Hga)
lrirp,

(3] Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga)
bagian,

(4] Bagian sebagaimana dimakzud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga)
subbeman,

[aragraf 2
Sekretariat DPRD

FPazzal &

[1} Sekretariat DPFRD tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
{2] hurut b terdiri atas paling banyak 3 [tipa) bapian.

{2] Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdid atas palitg
batyak 2 {dua) subbagian.

Favagpraf 3
[nspektorat

Pasal 7

(1) Inspekiorat Hpe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2
huruf c terdiri atas 1 (satu} sckretarat dan paling banyak 3 [tiga)
inspelotur petnbantu.

(2) Bekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdin atas paling
banyak 2 {dua] subbagian.

Parapgraf 4
Dinas Dmerah

Pasal B
{1} Dinas Daerah tipe A terdin atae 1 [zatu) sokretaniat datn paling banyak
4 {fempat] bidang.
(2] Sekretariar sehagoimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling
banyak 2 (tiga) subbagian.
I



(3] Brdang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling
banyak 3 [tiga) selosi,

FFasal &
(1) Dinas Daerah tipe B terdiri atas 1 [satu] sckretariat dan paling banyalk
3 (tiga) bidang.
[2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdini atas paling
banyak 2 [dus) subbagian.
[3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat {1] terdidi atas paling
banyak 3 [tiga) seksi,

Fasal 10
[1) Dinas Daerah tipe C terdiri atas 1 {satu) sekretariat dan paling banyak
2 {dua] bidang.
(2} Sekretaniar sebagaitnana dimaksud pada ayat {1) terdiri atas paling
banyak 2 jdua) subbagian.
(3] Bilang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirf atas paling
banyak 3 (tiga) seksi.

Fasai 11
[Yinas Daerah yang menyelenggaraken Urusan Pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penatean ruang, Urusan Pemerintahan bidang
pertanian dapat memdlili 2 [dua) bidang lebik hanyak dari vang berlabn
bagi dinas lain.
Paragraf 5
Badan Daerah

Pasal 12
(1) Badan Daerah ope A terdiri atas 1 [satu) sekretanat dan paling
banyak 4 {empat) bidang.
() Belratariat aebagaimana dimakaud pada ayat (1) terdiri atas paling
Datiyak 2 (tiga] subbagian.
(3) Bidanp sebapaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling
hanyals 3 [tige) subbidang.

FPasal 13




(1] Badan Dasrah Provinsl ope B terdinl atas 1 [zatu} sekretariat dan
paling banyak 3 (tga) bidang.

[2) Seloetariat =ebapaimana dimaksud pada ayat [1) terdiri atas paline
hanyak 2 {dua) subbagian.

[3) Bidang sebagaimana dimaksud pada eyat [1) terdiri atas paling
banyak 2 (Hga) subbidang.

Pasal 14
Badan Daerah vang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan bidang keuanpan dapat memiliki 2 (dua) hidang lcbib
bhanyak dari yang berialoy bagi badan lain.

Paragraf &
Lembagz dengan Fungsi Penunjang Lain

Pasal 15
(1) Badan penghubung terdinl atas 1 (satu] subbagian tata vusaha dan
paling banyak 3 (tiga)] subbidang.
[2) Kelengkapan organisasi lembaga penunjang lain  selain yang
diseburkan pade ayat (1) ditenitukan berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang mengatumya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanpes

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL A, PALIWANG
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DRAFT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR .........TAHUN 2023

TENTANG

PEDRDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH [SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023-2026

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang . a. Bahwa salah satu aspek penting dalam meningkatkan

Reformasi Birokrasi di Provins: Kalimantan Utara adalah

¢ Aen Penguatan Pelaksanaan Sistemnm Akuntabilitas Kinena

1? "f 3 Instans: Pemernintah (SAKIP) sebagai wujud Penyelenggaraan
S Pemenntahan yang bersih dan akuntabel;

H5ea b. Bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
vang bersih dan akuntabel dalam Sistern Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka perlu disusun
Mo REsISTEDR- Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Zh Kalimantan Utara,

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP] di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara dalam Peraturan GQubernur Kalimantan
Utara.

Mengingat : 1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Negara vang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4846},

4, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor B2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-udangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6393);

5. Undang-Undang MNomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara




1)

17.

12.

13,

14.

Fepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2012 Nomor
2362);

Undang-Undang Nomer 5 Taliun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara [Lembéaran Negama Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor & Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 53&62),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintalian Daerah [Lernbaran Negara Repablik Indonesia
Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban lembatann Negara
Repubhl [ndonesia Bomor 5987), schagamana telah diubah
beberapa kali terakhir dempan Undanp-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerjs [Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2020 Momeor 245, Tambahatn Lembatan
Negara Eepublik Indoresia Homor 6573);

Peraturan Pemerintah Bepublik Indonesia Nomor 18 Teahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 20146 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887], sebagaimana telah
divbah dengan Peraturat Pemerintah Nomeor 72 tshun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2019 MNomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik [Indonesia Nomeor G402);

Peraturatt Peterintah MNomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawail Megeri Sipil =ebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Ferubahan ataz Peraturan Pemerintah Momor i1 Tahun
2017 tentang Manajemnen Pegawal Negen Sipil {lembaran
Mepgara, Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6GH,
Tambahan Lembaran Negara Fepublik [ndonesia Nomor
a647 7]

Peraturan Pemerintah Womor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negen Sipil (Lembaran Mepara
Republik Indonesia ‘Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6334));

Peraturan Fresidem Momor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokossi 2010-2025,

Feratutran Presiden BRI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisteo
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemmenintab [SAKIF);

Perarurann Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birckrass Nomor 33 Tahon 2014 tentang Petunjuk
Telmis Perjanjian Kinera, Pelaporan Kinega dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja lnutansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik (rdomesia Tahun 2015 Nomor 2036], sehagaimana
telah dibah dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor
140 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Neperi Nomor 80 Tahun 2015 tetang Pembentukan
F‘rci-dul-c Hukum Daeral [Beritan Megara Republik Indenesia
tahun 201% Nomor 157),




Menetapkan

16.

17.

15.

DPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan

Reformasi Rirakrasi Nomoer 25 Tahun 2020 tentang Foad
Map Rcformasi Birokrasi 2020-2024;

Feraturan Menteri Pendayapunaan Aparatur Negara dan
Fleformasi Birokrasi Nomnor 26 Tahup 2020 rentang Pedaman
Evaluasi Pelabsanaan Reformasi Birokrasi;

Peraturan Menterl Penduyapunaan Aparaiur Negara dan
Feformast Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evelusul
Akuntghilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayegunaan Aparatur Negara dan
Eefortmasi Dirokrasi Nomor 8% Tahun 2027 tentang
Fenjenjanpan Kinerga [nstansl Pemenntah.

MEMUTUSHEAN

PEDOMAN POLAKSANAAN SISTEM ARKUNTABILITAS KINERJA
TNSTANST PERMERINTAM [SAKIFP] D) LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dalam Peraturan Gubernur iol yang dimalksud dengats

[}

Dasrah adalah Provinsl Kalimantan tara

Femerinttph Daerah adalah Gubermur Provins: Kalimantat
Nara dan Peranglar Daerah =ebagai unisur penyelengparasn
pemerintah dacrah Pemnerintah Provingl Kalimantan Utara,

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara

Peranglkat Daerah adalah uneur permbanty Kepala Daerah
dan  Dewan  Perwaldlan  Rakyat Daerah dalam
penyelengguraan Urusan Pemerintahan Yang menjadi
kewenangan Daerah.

Aparatur Sipil Nepara yang disingkat ASN adalah tilah
urituls kelompaok profesi bagi pegawai — pegawai yang beketja
pada instansi pemetintah yang terdiri dari PNS dan PPPK.

Pepawai Negetl Sipill selanjutnya disingkat PNS adalah
pepawal Negeri 3ipil di Lingkunmpan Pemerintah Provinst
Kalimantan Utara.

Sistern Akuntabilitas Kinetja Instansi Pemerintah, yang
selanjutnya disinglat SAKIP adalah ranghaian sistematik
Jdari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang ditancang
wntuk tujuan penctapan dan pengulwran, pengumpulan
duta, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerfja pada instansi pemerintah, :Ialapn rrs_ngka:.
pertanggungiawaban dan peningkatan kinerja inatans
pemerintah.

Akuntabilitas Kinetja adalah perwujudan kewgjiban suatu

instansl pemerintah untuk keberhasilan danfatan

kegapalan pelaksanaun Program dan Keplatan vang telah

diamanatkan para pemangkyu kepentingan daelam ranghka

mencapal misi organisasi  secara  terukur  dengan

sasaran/target Kinerja vang tclah ditetapkan melalui
|
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laporan kinerja instansi pemerintabh yang disusun secars
perodik,

Akuntabilitas Kincega Instansi Pemerintah yang selanjuthya
digingkat  AKIP adalah  pertangpungjewaban  dan
priungkatan kinera  instansi pemerintah melahn
mmplementasi  Sistem  Aluntabililas  Kinegs  Instansi
I*emnerintall.

Evaluasi AKIP adalzh akiivitas analisis yveng sistematis,
pemberian  nilal, atrbul, apresiasl, dsn pengenalan
permasalahan, serta perabertan sollsi atas measalah vang
diternukan puna peningkatan  akuntabilitas dan
peningkatan kinerja instansi pemerintall

Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan
penyelarasan sasaran atrategis, indikator kinerja, dan tarpet
kinerja crganisasi kepada unit oreganisasi sampel dengan
individu pegawal,

Kinetja adalah keluaran,/hasil dan kegiatan, program yvang
telah  danfatau hendak dicapai sehubungan dengan
peEnggunaan anggaran dengan kuantitas dan  kualitas
terualsur,

Jndikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang aksm

dicapai dari knerja program dan kegiatan yang telah
direncanakan.

.Hasil foutcome] adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dar] kegiatan dalam aatl program,

KHeluaren [outpuat) adalah barang atan jasa vang dihasalkan
oleh lepiatan wvang diaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan

Kegiatan adalah bagian dart program yang dilaksanakan
agleh satu atau beberaps satuan kerja pada kementerian
Wegara fLembaga atan unit kerja pada OPD sebapai bagian
dari pencapaian sasaran lcrukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber dava
baik yang bermpa personil (sumber daya manuaia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinast darl beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebapai masukan [outcome] untuk menghasillzan
keluaran [output] dalam benitk barang/jasa.

Program adalah  penjabaran  kebijakan kemcnterian
Negara/Lembaga atau OFD dalam bentuk upaya yang betisi
zmpto atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumbsr
daya yang discdiakan untuk mencapai basil yang terukur
seaad dengan misi kementerian MNegara/ Lembaga atau
SILBN

Indilcator Kinerja Program adalah ukuran ataz hasil
{outcome) dari siaty program yang merupakan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi suatu pemerintah daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/OPD.

Indikator Kinerja Keplatan adalah ukuran atas keluaran
tdutput] dari suatu Kegiatan yang terkait sccara logis dengan
Indikator Kinerga Program.
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Indikator Kincrja Utama adalah ovkuran lkeberhasilan
organisasl dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtsar
Hagil berbaga1 Program dan Kepiatan sebapai penjabaran
tugas dan fangsi organisasi.

Entitas Akuntabilitas Kinerja "eranglat Daerah adalab unit
instansi pemerintah  daerah  =selgku penggunafkuase
peOgEuna anggarvan  vang  melalknkan  pencatatan,
penpnlabhan, dan pelaporan data Kinerja.

Visi adelah rumusan umum menpgenal kesdaaan yang
dinnginksn pada akhir penede perencanaan.

Mizsi adalah rumuzan umum mengenal Upaya-upaya Yang
akan difalesanakan untuk mewujudkan visi

Tujuzn adalah hal-hal vang akan dicapai atau dihasilkan
pada jengka waltu 1 {saty) sampai dengan 5 {limap tehun
untuk mewwudken visi dan misn pemenntahan donpan
didasarkan pada isu-1su dan analisis strategis.

Sasaran adalah haml [outcome) yeng diharapkan dar suatu
Prograrn.

‘Target adalah keluaran [output] yang diharaplkan dart suatu
kepatan,

Sagsaran Straregis adalah hasi] vang akan dicapal secara
nyata oleh instans pemerintah dalam ramusan yang lebih
spesifik, terukur, dalam perode tahunan, semesteran,
triwailan atan bulanan.

Strategi  adalah  langkah-langkah berisitkan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijaltan adalah arah/tinduaken yang diamhil oleh
pemerintah untuk mencapai tujuan.

Ferencanaan adalsh =zuatu proses wrtuk  mencotukan
tindakan masa depan yang tepat, melalud urutan pilihan
denpgan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Fencana Pembangunan Jangksa Menengah Daerah Tahun
2021-2026, vang selanjutnya disingkat RIAMD 2021-2026,
adafah daltumen perencanasn pembangunan Daerah untuk
perinde 5 {lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai
dengan tahun 2026,

Rencana Kerja Pemerintah Paerah, yang selanjulnya dizebut
RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah
untule periode 1 [gary) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2028,
yang selanjutnya disingkat Renstra PD 2021-2026, adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
[lima) tehun terhitung sgiak tahun 2021 sampai dengan
tahun 2026 vang memuat tijuarl, sBASATan, arah kebpakan,
dan strategi perangkat Daerah sesuai dengan tupas dan
fungsitya dengan berpedoman pada RPJMD 20212036,

Rencana Kera Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanasn yang
berisi program dan Kegiatan suatu unit organisasi di
h'.!llgkuﬂgm'l Peranghat Daerah yang merupakan penjabaran
dari Retistra Peranekat Daerah 2021-2026 untuk periode ]




(salu] tahun anggaran tertentu, serts selaras dengan
Rencana Kerja Pemenintah Daerah.

35. Kencana Kega dan Anpgaran adalah deloumen pereticanasn
dan penganggaran vang berisi program dan Keglatan suato
petangkat daerah vang merupakan penjabaran dari Rencana
Kega Pemerintah Daerah dan Renecana Kega perangkat
dacrah yang bersangkutan dalam sall tabun anpgaran serta
argraran yang diperlukan untgk melaksanakannya.

36. Pengukuran  Kinerja adalah  proses  sistematis  dan
berkesinambungan  untuk  menilal  kelbwerhasilan  dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuni dengan program,
kebijakan, sasaran dan (ujuan yang telah ditetaplan dalam
mewnjudkan  wvigi, misi dan strategi, atau  kepiatan
manajetnen yang membandingkan tingkat kinvga yaop
dicapai detigan standar, rencana, atau target sebagaimana
indikator kineda yang telah ditetapkarn,

27, Perjanjian Kinega adalah lembar/dokumen vang berisikan
penugasan dar pimpinan instanai vang lebih tingpi kepada
pimpinan instansi vang lebih renidah untuk melaksanakan
Frogram/ Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

33. Laporan Kinerja adalah ikhrisar yang menjelaskan =ecara
Tingkas dan lengkap tentang capaien Kinetja vang disusun
berdasarkan rencana kega yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja
MNeparafAngparan Pendapatan  dan  Belenja Daerah
[APBN/APBLY.

3% Rewiu atas Laporan Kinerja adalah penelaahan atae laporan
kinega untuk memastikan bahwa laporan kinerfa telah
menyajikan 1nformasi kinerja vang andal, akurat dan
berlkuahtas.

4. Evaluasi Kinerja adalah rangkaian kepiatan yang mengukur
clizsiensl  pemanfastan sumber daya dan efekbvitas
pencapaiant tujuan dan sasaran dengan membandingkan
realisasi keluaran (outpui] dan hasil foulcoms) terhadap
porcncanann proeram dan keglatan.

41.Pengpuna Anggaran adalah pefabat pemegang kewenangan
petpgpuhaan anggaran Perangkat Daerah,

43_Aparat Pengawasan Interm Pemcnntah adalah Badan
Penigawansan Keuangan dan Pembangunan, [nspekroral
Jenideral satau name  lain yang secara  fungsional
melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan
Tnspekiovat Kabupaten/Kota.

Pasgal 2
Fenyusunan pedoman  pelaksanaan  Sistern  Akuniabilitas
Kinerja lnstansi Pemerintah Provinsi Kalimmantan Utara memiliki
maksud dan tojuan sebagai benkut -

1. Sebagal acuan bapi Instansi Permerintah di lingkungan
Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun dokumen
SAKIP, waitu untuk membantu penyusunan Rencana
Stratepis, penyusunan Indikator Kinerja, Rencana Kerja,
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinetja, Pemantauan Kinerja,
dan Evaluazi Kinerja;



2. Untuk memantau keselarussn pelaksanaan tugas dan fungsi

dengan pencapaian  visi, misi, tujuan dan sasaran
Femerititall Provinisi Kalimeantan Utara

BAB II
PENYELENGGARAAN SAKIP
Pagal 2
Fenyelengearaan SAKIP dilaksanalan untuk penyusunan
Laporan Kinerja sesuat dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

. Penyelengparaan SAKIP sebagaimena dimaksud pada ayat

{1] dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan
penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata
cara pengendaliaty serta covaluas: pelaksanaan rencana
pembatgunan,

Pacal 4

Penyelenggaraan SAKIP Pemerintah dasrah dilaksanakan oleh
entitas  Akuntabiliras Winetja secars  bBerjenjang denpgan
tingkaran sebagai erikut:

1.
2.
3.

Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;

Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

Entitaz Akuntahbilitas Kinerjfa Perangkat Daeerah yang
memiliki Unit Pelaksana Teknis di daerah menetapkan
entitag selaky koordinator penyvisunan Laporan Kinera di
wilayvah vang bersangklitan,

Pazal 5

Penvelenpgaaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan
oleh Entitas Aluntabilitas Kinerja Perangkat Daerah,

Paszal &

Penyelengearaan SAKIE meliputi:

O LN R d b

Eencana Strategis,
Perjanjian Kinerga,
penguburan Kinega;
pengelolaan data Kinega;
pelaporan Kinerja; damn
reviu dan evaluasi Kinerja.:

Penyelanggaraan SAKIP
Bagian Pertama
Rencvana Stategle
pasal 7
Pemerintah  Daerab  Prowvinsi  menyusun  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah {(REJMDY scbagai
dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untule periode 3
{imma) tahunar.

Parangkat Daerah menyusubh Rencana Strategis [Renstral
sehagel dokumien perencanaaan Perangkat Daerah untuk
periode 3 {lima) tahunan.

|




3

Penvusunan Rencana Stratepis sebapsarmnana dimaksod
pada syat (1) dan ayat (2] dilekeanakan scsual dengan
ketenitilan peraturan perundang-undangan.

Paszl 8

Fencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
menjadi landasan penyelengparaan SAKIF.

Penyelenggarnan SAKIF B
Bagian Kedun
Pexjanjian Kinerpa
Fasal 9

Setap entitas Akuntabilitas Kinerja sebapgaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Faszal 4 menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan
ANERAIAN.

Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1) menjadi dagsar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pagal 10
Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebapaimana dimalizud
dalam Pasa! 3 dan Pasal 4 menyusun lembar/dokurmen
Perjatjiant Kinerjs dengan  memperhatilan  dokumen
pelaksaniasm angparan.

Pereanjian Kinetjia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja Utame
dan target Kinerja.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimalkesud pada avat
(2] memenuhi kriteria sebagai berikut:

1] =pesthk [specificy;

2] dapat terukur {measurable};

3] dapat dicapai [attainable);

4] befangka waktu tertentu [dme bound); dan

5} dapat dipantau dan dikumpulkan {trackable].

Pasal 11

. Lembartfdoliomen  Perjaniian  Kinerja tingkat perangkat

daerah digepalaii oleh kepala perangkat dasrah dan kepala
daerah.

. Betiap perangkat daerah menyusun  lembar/dekumen

Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi  dengan
menggunakan Indikator Kinerja Program dan fatau Indikator
Kinerja Utama unit organisasi.

Lembar/dokumen Petjanjian Kinerja tinghkat Ferangkat
Dacrzh disepakati cleh Kepala Perangkat Dasvah/pimpinan
unit organiyast,

. Pemerniah Daerah menyusun lembar/dolomen Perjanjiatn

Kinerja tinghkat Pemernintah Paerah dengan mengeunakar
Indikator Kinetja Utama Pemerintah Dactah.

Lembar/dolumen Ferjanjian Kincrja tinglkat Pemerintah
Caersh disampaikan kepada Presiden melalui Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.




Pazal 12
Pimpinan masing-masing Entilas Akuntabilitas Kinerja pada
Pemerintah daerah dun perangkat daerah hertanpggung jawab
atas pelaksanaan dan pencapmian Kinerja sesuai dengan
lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran vang telah
dialolrasikan untuk masinp-masing Entilas  Alruntabilitas
Kirerja Pemerintal Daerah dan Perangkat Dacrah.

Penyelenpparaan SAKIP®
Bagian Ketiga
Pengukwran Einerja
Papnl 13
1. Setiap entitas Alcuntabilitas Kinega schagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 melakukan penpukuran kinemga.

2. Penpulruran Kinerja sebapsimana dimalksud pada ayar (1)
dilakukar dengan mengpunakan Indikater Kitesja yang
telzh ditetapkan dalam lembar/ dokumen Perjanjian Kinera,

3. Penpuliuran Kinerja disampaikan sccara triwulan dalam
bentuk laporan kinerja triwulan

Pasal 14
Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dilakukan dengan cara:

1. membandingkan realizazi Kinerjn dengen 3asaran (target]
Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen
Perjanjinn Kinerja delam rangka pelaksanaan APBN/APHD
tahun berjalan;

9, membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan
tahun berjalan dengen Seseran (target] Kinerfa 3 [lima)
tahunan yang direncanakan dalam  RPIMD/Rencana
Stratepis perangkat dasrah.

Penyelenggaraan SAKIP
Bagian Eaampat
Pengelolaan Data Einerja
Pasal 15
1. Setiap entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
melaltukan pengelolean data Kinerga.,

2. Pengelolaan data Kinetja sebagaimana dimaksud pada ayat
{1] dilakukan dengan cera mencatal, mengolah, den
melaporkan data Kinecra.

3. Pengelolaan data Kinetja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap
tingkatan organisasi, kebutuhan matigjerial, dataflaporan
keuangan vang dihasilkan dar sistem  akuntansi, flan
statistilc pemetittah.

4, Pengelolaan data Kinega sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] mencakup
1] penetepan datw dasar (baseline data);
2] penyediaan  instrument  perolehan  dala berupa
pencatatan dan registrasi;
3} penatausahaan dan penyitnpanan data; dan
4) pengkompilasian dan perangkuman.

e




5] Mengupload pada aplikasi Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negarza  dan Feforriasi Birolkrnsi
fear.kemenpenrk) dan apbkasi Provingi Kalimantan
tara {c-vakip kaltaraprov. po.id)

Penyelanggaraan SAKIP
Hagian Kelima
Palaporan Kinerja
Pasal 16

1. Setiap entitas Akuntabilitas Kinetjs sebagaimana dimalcsud

dalam Pasal 4, menyusun dao menyatikan Laporan Kinegja

atas prestasi kerja vang dicapai berdasarkan Penggunaan

Anpearan vang telah dialokasilan.

2. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada avat (1] terdiri
dari Laporan Kinetia interim dan Laperan Kincga tahunan,

Pasal 17
laporan Kinerja interim sebagaimana dimmaksud dalam Fasal
16 avat [2] edalah Laperan Kinera triwulanan

2. Laporan Kinerja triwulanan sebagaimana dovaksud pada
avat (1) berdasarkan pengukuran linena.

3. Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Lapotati Kinerja
triwulanan sesuai dengan keteniuan peraturan perundang-
urdangan.

—d
'

Faeal 18
1. Laporan Kinerja tahunan sebepalmana dimaksud dalam
Pazal 16 ayat (2) pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja
unit kega perangkat daeral dizsampaikan oleh kepala Unit
Kerja Perangkat Dastab kepada Kepala Perangkat Daerah.

2. Berdazarkan Laporan Kinea tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1], Kepala,/Pimpinan Perangkat Daerah
menyussn  Laporan  Kinetja tahunan tingkat Entitas
Akuntabilitas Kinera Perangkat Diaerah dan
menyampaikannya kepada Eepala Daerah paling lambat 2
(fa) bulan setelah tahun angparan berakhir.

1. Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana
dimaksud pada avat (2}, Kepala Daerah menylusun Laporan
Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Aluntabilitas Kinerja
Pemerintah Duerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahut anggaran berakhir dan menyampaikan ke 3 (tiga)
KementerianfLembaga kepada yaltu .

a. Kementerian Pendayagunasn Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,
B, Kementerian Dalam Negern,

¢, Hementerian Perencanaan Pembangunan
Masiopal/Kepala DBadan Perencanaan Fembanpunan
MNasional.

Penyelangpgaraan BAKIP
Bagian Keenam
Reviu dan Evaluasi
\ Pasal 19
1., Aparat Pengewasan Intern Pemerintah pada pemetintah
dacrah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka
meyskitikan keandalan mformasi yang disajikan sebelum

e B




disampaikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (3).

Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada avat (1) dituangkan
dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh
Aparat Pengawasan Internal Pemenntah.

BAB III
PENJENJANGAN KINERJA
Pasal 20

. Penjenjangan Kinerja dalam Peraturan Gubernur ini

digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam
menyusun Penjenjangan Kinerja guna mendukung
pencapaian Kinerja organisasi.

Penjenjangan Kinerja terdiri atas 5 (lima) tahapan, vaitu:

1] menentukan Hasil {outcome) vang akan dijabarkan
dalam penjenjangan Kinerja;

2) menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success
factor);

3) menguratkan faktor kunci keberhasilan [eritical success
factor] kepada kondisi antara sampai kondisi paling
operasional;

4} merumuskan Indikator Kinerja: dan

5] menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen
perencanaan dan Kinerja jabatan.

Pedoman Penjenjangan Kinerja [Instansi Pemenntah

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darn

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Hasil Penjenjangan Kinerja yang dilakukan oleh [Instansi
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat
digunakan untuk:

1)

menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan
Kinerja individu;

penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan individu;
penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat;
penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan
penataan struktur organisasi.

BAB IV
EVALUASI AKIP
Pasal 22
Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam
mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat
sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
1) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2] menilai tingkat implementasi SAKIF;
3] menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4] memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIF;
dan
5/ memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
periode sebelumnya.




Pasal 23
Euang hngkup evaluasi AKIP meliput penyelenggaraan SAKIP
gealial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagal 24
1. Aparat Pengawasan intern Pemerintabh Provins] Kalimantan
Utara melaksanaken Evaluasi AKIP.

2. Dalam melaksanakan evaluasi sebagrimana dimnakaud pada
ayat [1), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provina
Kalimantan Utara dapat dibanty oleh instans lain, yamg
penunjukannya ditetapkan oieh  inspektur  provinsi
Kalimantan utara .

3. Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Aparar Pengawsesan Intern Pemerintah Prowvinsi |
Kalimmantan Utara dapat menpgunakan instrumen evaluasi
berbasis sistemm elektronilk.

4. Hasil evaluasi AKIFP disampaikan kepada instansi
pemerintah vang di evaluasi.

Fazaal 25
1. Setiap pimpinan lnstansi Pemerintah menindaklanjuti hasil
evaluazi AKIF di [nstansinya masing-rnasing.
2. Hasil tindaklanut Evaluas yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1]
dizserghlan kepada Inspektorat Provingi Kalimantan Utars.

Pasal 26
Untuk melakaanakan tndaklanjut hasil eveluasl sebapaimana |
dimailsud dalam Pasal 25, setiap pimpinan [nstansi Pemernintah |
mengacy pada relomendasi perbaikan dari hasil evaluasi dad
AFPIP.

Pasal 27
Pelalsanaan Ewvaluasi AKI? mengacu pada pedoman
scbagaimans tercantum dalam lampiran yang merupakan ,
bagian tidak terpisahlkan dari Peraturan Gubermur ini. |

Pasal 28 |
Komponen Evaluasi AKIP terdini deri ¢ komponen sebagai
berikut:
1) Perencataan Kinerja
2] Pempuluran Kinerja
3] Pelaporan Kinerja
4] Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pasal 29
Kategor] hasil dan predikat AKIP sebagai berikut:
1] Predikat AA dengan Nilai = 50 - 100
2} Predikat A dengan Milai » 80 - 90
3] Predikat BB dengan Nilai = 70 - 80
4} Predikat B dengan Milai » 60 - 70
5) Predikat CC dengan Nilai = 20 - Ol
&) Fredikat C dengan Nilai » 20 - o0
7] FPredikac D dengan Nilai > 0 - 30

b e —




BABY
INBTANSI PEMEBINA PELAKSANAAN SAKIP
Pasal 30
1] Badan Perencanaan Daerab dan Penelitian Pengembangan
metyupakan Instatsn Pembiha Komponcn SAKIF peda
Petencatiaan Kinega dan Komponen Pengukuran Kinega

2 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan
Instanai Pembina pada komponen pelaporan kineda Instansi
pernerintat.

3} Inpektorat Provinsl Kelimantan Utarsa merupakan Instansi
Pernbing pada kompornen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 31
Dialam melakaanakan pembinaan kepada instanal pemerintah
daerah instansi Pembina mengacu pada peraturan perundeng-

undatigan yang berlalul,
BAB VI
PENYAMPATAN DMOKUMEN SAKIP
Pazal 32
L. Dokumen SAKIP Pemerntab Daersh wvang disampaikan
sebagal berikut;

Dokumen RPIMD

Dokumen [ndikater Kinerja Utama

Doloumen Perjanjian Kineja Kepala Daerah

Laporan Kinerja [nstansi Peinerintab tabun sebehunnya.
Laporen Penyelenpearasn Pemerntaby Dasrab tahun .
sebelumnya |
. REFD

g Laporan Kompilasi Evaluesi SAKIP Perangkat Daerah ‘

anp oW

Provipsi Kalimantan Utara

2. Dokumen SAKIP Pemerintah wyang disampaikan sebagai
berikut:
a. Dokumen Renstra. Peranghkat Daerah
b. Dokumen Indikator Kinerja LTtatna
c.  Dokumen Perjenjian Kinerja Kepala Perangkat Dacrah,
Pejaba Administrator/ Koordinator, Pejahat
Pengawas/Sub Koardinator, dan JPT/3taf Pelaksana
Laporan Kinerja Insransi Pemerintah tahun sebelumnya.
Rencana Kerja
Rencana Kerja Tahunan
Rencang Alsi
Cazcaditg
Pohon Kinetis
Laporan Pengukuran Kinetja Triwulan

e T, A

Pasal 33

Dokumen SAKIP sebagaimana pasal 32 paling lambat 3 {tiga)
bulan setelah tahun anggaran beralkhir dan menyempailian ke
3 {tiga) Kementerian/Lembaga kepada yaitu :

1. Kementerian Pendavagunaan  Aparatur  Negara dan

Reformasi Birokrasi
9. Kementerian Dalam Negeri,
|



3. Kementerian Perencanaan Pembanpunan Nasional/Kepala
Badan Perencanazn Pembangunan Nasional.

BAE III
KETENTUAN PENUTLUP
Pazal 34

Pasda saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan
Gubermur  Kalitmantan Utara Nomor 1838.44/K.210/2019
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Linghungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pagal 35
Prraturann CGubernur ini mulai  berlaku  pada tangesl

diundangkan.

Ditetapkan di Tanyung Selor
Pada tanggal

CUBEENUR KALIMANTAN UTARA

H, ZAINAL A, PALIWANG




* DRAF

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KALIMANTAN UTARA
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 ' L /1

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGEAT DAERAH
PROVINSI RALIMANTAN UTARA

e DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Memmbang : a. bahwa kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas uwrusan

M- Pt r
=

Mo Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan [Ungsinya;

by, bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranglkat
Daerah, untuk meningkatkan kinerja pelayanan rumah
aakit daerah;

| bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1 Pasal 18 Avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; |
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah dwubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti




Undeng-lindeng MNomor 2  Tahun 2014 tenrang
Pervbahan Atas Undanpg-Undang Nomor 23 Tahuon 2014
tentang Pemenntahan Daergh (lembaran Negaro
Republik Indonesia Tahun 2014 Wamar 2446);

3. Uhndang-Undanpg Nomor 12 Tahun 2011 tenrang
Fembentukan Petaturan Perundang-Undan gan
{Lembaran MNegara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Homor 5233);

4, Undang-Undang MNeomor 20 Tahun 2082 tentang
Fembentukan Provingl Keabmantan Utarm [Lémbarzan
MNegara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5362);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah {Letoharan Negara Tahun 2016 Nomear
114, Tatnhalan Lembatan Negara Nomor 3887):

6. Peraturan Blenternn Dalam Negen Momer 80 Tahun 2019
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menctaplan @ PERATURAN DAEREAH TENTANG PERUEAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
FEMBENTUKAN DAN 3USUNAM PERANGEAT DAERAH
FROVINSI KALIMANTAN UTAEA,

Pazall
Ketentuan Peralihan dan Pasal 28 dalatn Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
9016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranglkat Daerah Provinsi
Kalimantan WUtara [Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tabun
2016 Nomor) dibapus.

Pasasal 11

Peraturan Daerah ini mulaei berlalcu pada tanpeal diundangkar.




Agar setidp OTAnp mengetahvinyg, memerintahkan penglindanpan Peratiran
Deerah ini denpan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Dvtetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

GUEBERMUR KALIMANTAN UUTARA,

ZAINAL A PALIWANG




